LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 5 TAHUN 2005 SERI: C
M

PERATURAN DAFRAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 16 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

PEMERINTAH KABUFPATEN BANYUMAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR L6 TAHUN 2005
TENTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Memmbang : a.

Mengingat

e

BUPATI BANYUMAS,

bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah,
Retribusi Izin Trayek merupakan Kewenangan
Dacrah Kabupaten / Kota dalam pemungutannya
sesuai dengan Kewenangannya ;

bahwa schubungan dengan hal tersebut, maka
scbagai dasar hukum pemungutan Retribusi Izin
Trayek di Kabupaten Banyumas, perlu ditetapkan
Peraturan Daerah.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1950  tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Republik
Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3480);
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Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Dacrah dan Retribusi Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 46, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indoncsia Thhun 2004 Nomer 125, Tamhahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diuhah dengan Undang-undang
Nomor 8 Tahum 2005, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomer 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 teniang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tehun 2001 Nomor 119, Tembahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4139);

8. Peramran Daerah Kabupaten Daerah Tingkar 1T
Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan,
Pengangkatan, Kewenangan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil scbagai Penyidik Pegawai Negari
Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah
Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten

Dazrah Tingkat II Banyumas Tahun 1985 Nomor 5 Seri
D).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS
MEMUTUSKAN:

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

BAB 1
EKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

2.
3.
4,

Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
Bupati adalah Bupati Banyumas.

Dinas/Badan/Instansi adalah organisasi perangkar daerah di

Lingkungan Pemerintah Daerah'yang bertanggung jawab di bidang
Perhubungan. ;



5.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi
Daerah sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.

6. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi

sehanyak-hanyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat
duduk = pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan
pengangkutan bagasi.

7. Mobil Bus besar adalan kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari

10.

11.

12.

34,

28 (dua puluh delapan) dengan ukuran dan jarak antar tampat duduk
normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang
kendaraan lebih dari 9 (sembilan) meter.

Mobil Bus Sedang adalah kendarzan bermotor dengan kapasitas 16
(enam betas) sampai 28 (dua puluh delapan) dengan ukuran dan jarak
antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi
dengan panjang kendaraan lebih dari 6,50 (enam koma lima puluh)
sampai dengan 9 (sembilan) meter.

Mobil Bus Kecil adalah kendarazn bermotor dengan kapasitas 9
(sembilan) sampai 16 (enam belas) dengan ukuran dan jarak antar
tempat cucuk normal ridak rermasuk empat duduk pengemudi dengan
panjang kendaraan 4 (empat) sampai dengan 6,50 (cnam koma lima
puluh) meter,

Mobil barang adalah mobil yang sctiap kendaraan bermotor sclain
sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi ataun badan
untuk menyediakan pelayanan angkutan umum pads sustu atau
beberapa trayek tertentu;

Kartu Pengawasan adalah turunan dari izin trayek yang wajib dibawa
oleh Pengemudi Anguktan Umum dan wajib ditunjukkan kepada
petugzas pada saat pemeriksaan kendaraan di jalan.

Izin Insidentil adalah izin yang dapat diberikan kepada perusahaan
angkutan yang telah memiliki izin trayek unmk menggunakan
kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang

14.

15.

16.

17.

1B.

19.

Retribusi dacrah adalah pungutan dacrah scbagai pembayaran atas
jasa atau pemberian izin tertenm yang khusus disediakan dan atay
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi
atau badan.

kepada orang pribadi atau badan unmuk menyediakan pelayanan
anglkutan umum pada suatu atau beberapa travek tertentu di
Dacrah.

Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor vang
disediakan unwk dipergunakan oleh umum dengan dipungu
bayaran.

Mobil Penumpang adalah setiap kendarzan bermoror yang
dilengkapi sebanyak banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak
termasuk tempat duduk pengemudi,baik dengan maupun tanpa
perlengkapan pengangkutan bagasi. .

Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor vang dilengkspi lebih
dari 8§ (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk
pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan
peogangkutan bagasi.

Anglutan Penumpang Khusus adalah kendaraan bermotor vang
discdiakan untuk dipergunakan oleh umum mengangkut orang
untuk keperiuan khusus.

Dadan hukum adalah suatu bentuk badan usaha, yang meliputi
perseroan terbatas, persercan komanditer, perseroan lainnya badan
usaha milik ncgara atau dacrah dengan nama dan dalam bentuk
apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi,
yayasan atau organisasi vang scjenis, lembaga, dana pensiun,
bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.

Pemungutan adglah suatu rangkaian kegiatan mulai dar
penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan
besarnya retribusi yang fterutang sampai kegiatan pemagihan
retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan



25.

27.

28.

Subyek retribusi adalah orang atau badan yang dapat dikenakan
retribusi.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan dan
pemotongan retribusi tertentu.

Masa retribusi aaalah suaw jangka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu bagi wajib retribusi diwajibkan unmk memanfaatkan
jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.

Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkar
SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk
melaporkan perhitungan dan pembayaren retribusi yang terutang
menurut peraturan Retribusi Daerzh.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD
adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang
terutang .

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD
adalah surat untuk melakukan penagihan retribusi dan/atau sanksi
administrasi berupa bunga dan/atan denda.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya
disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menetukan
besarnya jumlah retribusi yang terutang dan jumlah yang masih
harus dibayar.

Surat Ketetapan Rstribusi Dacrah Lebih Bayar yang selanjutnya
disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan
jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit
retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang dan tidak
seharusnya terutang.

Surat Ketctapan Retribusi Dacrah Kurang Bayar Tambahan yang
selanjutnya disingkat SKRDKHT adalah surat keputusan yang
menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah
ditetapkan,
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33.

34.
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36.

37.

38.

Surat Sctoran Retribusi Dacrah yang selanjutnya SSRD adalah surat
yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran
arau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke
tempat pembayaran lain yang ditetapkan olch Bupati.

Surat Tagihan Betribusi Daerah yang selanjutnva disebut STRD
adalah surat unmk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi
administrasi berupa bunga dan atau denda.
Penghitungan retribusi daerah adalah perincian besarnya retribusi,
bunga, kekurangan pembayaran, kelebihan pembayaran maupun
sanksi adiminisirasi.

Pembayardn Retribusi Dacrah adalah besarnya kewajiban yang
harus dipenuhi oleh Wajib retribusi sesnai dengan Surat Ketetapan
Retrihusi Naerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke kas dacrah
atau/dan ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu vang
telah ditentukan.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan uvnruk mencari,
mengumpulkan, dan mengolah data keterangan lainnya dalam
rangka pengewasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi
berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang
retribusi.

Penyidikan adalah scrangkaian tindakan yang dilakukan oleh
bukti im membuat terang rindak pidana di bidang remribusi daerah
yang lerjadi serta menermukan tersangkanya.

Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau
Pejabat Pegavai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang
khusus oleh undang -undang untuk melakukan penyidikan.
Kedaluarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atan untuk
dibebaskan dari suatu perserikatan dengan lewatnya suatu wakiu
tertentu.



BABTI
NAMA, OBRYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2
Dengan nama Retribusi Izin Trayck dipungut retribusi sebagai pembayaran
atas pemberian Izin Ttrayck kepada orang pribadi atau badan untuk
menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau
beberapa trayek tertentu,

Pasal 3

Obyek retribusi adalah pemberian Izin Trayek untuk menyediakan
kendaraan umum pada satu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atan badan yang memperoleh [zin
Travek.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digolongkan sebagai
retribusi perizinan tertentu.
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BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

'Iin;ka_l‘. penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin diberikan
BABV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur danbesarnya tarif retribusi

dimaksud untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan
pemberian izin yang bersangkutan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8
(1)  Strukmwr dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada jenis angkutan
PEnUMpPAang WL,
(2) Besarnya retribusi ditetapkan sebagi berikut :
No. Jenis Kendaraan ___Besarnya Retribusi
1 Mobil Penumpang Umum [Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
2. | Mobil Bus Kecil Rp.100.000,00(Seratus ribu nupiah)
s W Mdli]BusSodmg Hp.150.000,00 (Saratus Lima puluh ribu Rupish)
4_ | Mobil Bus Besar Rp.200.000,00 ( Dua Ratas Ribu Rupiah)
5. | Angk Orangdng Mobil
Barang Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah)




(3)  Besarnya retribusi Kartu Pengawasan ditctapkan scbagai berikut:

No| JENIS KENDARAAN BESARNYA RETRIBUSI

1 | Mobil Fenumpang Limum Rp 25000 ,00{ Dhaa pulub lima ribu rupiah)
2. |Mobil Bus Eecil Rp.25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupizh)
3. | Mobil Bus Sedang Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah)
4. | Mohil Bus Begar Rp.50.000,00(Lima Puiith Ribu Kupiah)

(4)  Besarnya tarip retribusi ijin Insidentil ditetapkan sebagai berikut :

No| JENIS KENDARAAN BESARNYA RETRIBUSI

Mobil Penumpang Umum/Taksi | Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah)

Mobil Bus Kecil/Bus Sedang | Rp.15.000.00 (Lima Belas Ribu Rupiah)

i ad e

Mobil Bus Besar Rp.20.000,00(Dua Puluh Ribu Rupia)
BABVI
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi terutang dipungut di daerah.

BAB VIII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan.
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BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11
Retribusi dipungut dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
MASA RETRIBUSI

Pasal 12

(1) Masa Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(2) berlaku selama 5 (lima) tabwn.

(2) Masa Retribusi Kartu Pengawasan scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (3) berlaku selama 1 (satu) tahun.

(3) Masa Retribusi lzin Insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (4) berlaku sesusi dengan Izin yang dimohon, dengan ketentuan
paling lama 14 (empat belas) hari.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retibusi tidak membayar tepar wakmnya arau kurang
membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua
persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang stau kurang bayar dan
ditagih dengan menggunakan STRD.
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(3)  Besarnya retribusi Kartu Pengawasan ditctapkan scbagai berikut:

No| JENIS KENDARAAN BESARNYA RETRIBUSI

1 | Mobil Fenumpang Limum Rp 25000 ,00{ Dhaa pulub lima ribu rupiah)
2. |Mobil Bus Eecil Rp.25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupizh)
3. | Mobil Bus Sedang Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah)
4. | Mohil Bus Begar Rp.50.000,00(Lima Puiith Ribu Kupiah)

(4)  Besarnya tarip retribusi ijin Insidentil ditetapkan sebagai berikut :

No| JENIS KENDARAAN BESARNYA RETRIBUSI

Mobil Penumpang Umum/Taksi | Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah)

Mobil Bus Kecil/Bus Sedang | Rp.15.000.00 (Lima Belas Ribu Rupiah)

i ad e

Mobil Bus Besar Rp.20.000,00(Dua Puluh Ribu Rupia)
BABVI
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi terutang dipungut di daerah.

BAB VIII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan.
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BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11
Retribusi dipungut dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
MASA RETRIBUSI

Pasal 12

(1) Masa Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(2) berlaku selama 5 (lima) tabwn.

(2) Masa Retribusi Kartu Pengawasan scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (3) berlaku selama 1 (satu) tahun.

(3) Masa Retribusi lzin Insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (4) berlaku sesusi dengan Izin yang dimohon, dengan ketentuan
paling lama 14 (empat belas) hari.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retibusi tidak membayar tepar wakmnya arau kurang
membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua
persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang stau kurang bayar dan
ditagih dengan menggunakan STRD.
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BAB XI1
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 14

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
(2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lama 30 (Tiga puluh) hari
sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 15

Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disetor
secara bruto ke Kas Daerah.

BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

(1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis
sebagai awal rindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7
(Tujuh) hari sejak saat jatsh tempo pembayaran.

(2) Dalam wakm T (Tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat
Peringatan atau surat 1ain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi
harus melunasi retribusi yang terutang.

(3) Surat Teguran, Surat Peringatan atan surai lain yang sejenis
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupar
atau pejabat yang ditunjuk.

12

(1)

3

(1)

(2)

(3)

(4)

BAB XTIV
PENGURANGAN, EERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan

Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib

remribusi.

Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi

mimanadimakxudpadam{ljtﬁmpmdmganhm
pari.

BAB XV
KEBERATAN

Pasal 18
Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau

pejabat yang ditunjuk atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah atan
dokumen lain yang dipersamakan.

'Keberatan diajukan secara ternilis dalam bahasa Indonesia dengan

alasan-alasan yang jelas.
Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua)
bulan scjak Surat Ketetapan Retribusi Daerah diterbitkan, kecual
wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak
dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewsjiban memhayar retribusi
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(D

(2)

(3)

(4)

()

(6)

BAB XVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat
mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat
yang ditunjuk.

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka wakmu paling lama 6
(enam) bulan sejak diterimanya permohonzn kelebihan pembayaran
retribusi scbagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah
memberikan keputusan.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam zyat (2)
telah terlampaui dan Bupati atau Pejebat yang ditunjuk tidak
memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian retribusi
daerah dianggap dikabulkan dan SKDLB harus diterbitkan dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Apahila wajib retribusi mempunyai utang retribusi  lainnya,
kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang
retribusi tersebut.

Pengembalian kelebiban retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (duz) bulan sejak
diterbitkannya SKRDLB.

Apabila pengembalian retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) dilakukan sctcleh lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Bupati
memberikan imbalan bunga sahesar 2 % (dua prosen) perbulan.
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(1)

(2)

BAB XVII
KFEDALUWARSA RETRIBUSI DAN PENGHAPUSAN
PIUTANG RETRIBUSI KARENA
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 20

Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah
melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat
terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan
tindak pidana dibidang retribusi.

Kedaluwarsa  penagihan  refribusi  sebagaimana  dimaksud
pada ayat (1)tertangguhapabila:

a.  Diterbitkan surat teguran, atau

b. Ada pengakuan uiang reuibusi dari wajib rewibusi baik

langsung maupun tidak langsung.

Pasal 21

Piutang retribusi yang dapat dihapus adalah piutang retribusi yang
tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena
wajib retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta
warisan dan tidak mempunyai ahli waris, tidak dapat ditemnukan,
tidak mempunyai harta kekavaan lagi atau karena hak untuk
melakukan pensgihan sudah kadaluarsa.

Untuk memastikan keadaan wajib retribusi sebagaimana dimaksud

pada ayal (1), harus dilakukan pemeriksaan setempat terhadap
wajib retribusi, sebagai dasar menentukan besamya retribusi yang
lidak dapat ditagih lagi.
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*

()

()

(D

Piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat
dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), atau setelah adanya penclitian administrasi
mengenai kedaluwarsa penagihan retribusi cleh Dinas
Perhubungan.

Atas dasar lsporan dan penelitian administrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), setiap akhir tahun takwin Dinas
Perhubungan membuat daftar penghapusan piutang untuk setiap
jenis retribusi yang berisi nama wajib retribusi, jumlzh retribusi
dan keterangan mengenai wajib retribusi.

Dinas menyampaikan usul penghapusan piutang retribusi kepada

Bupati pada setizp akhir tahun takwin dengan dilampirkan daftar
penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat(4).

Bupati menctapkan keputusen penghapusan piutang retribusi yang
sudah kedaluwarsa.

Tata cara penghapusan piutang retribusi diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupaii.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 21
Wajib remribusi yang tidak melaksanakan kewajiban schingga
merugiken keuangan Daerah diancam kurungan paling lamz 6
(enam) bulan atan denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah
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@)

(1)

2

(1)

2)

Tindak pidana scbagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelanggaran.

Pasal 23

Wajib rerribusi yang tidak melaksanakan kewajiban schingga
merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama
© (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah
rewribusi yang rerutang.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran,

BAB XIX
PENYIDIKAN

Pasal 24

Iejabat Pegawai Negeri Sipil tertenm di lingkungan  Pemerintah
Kabupaten Banyumas diberi wewenang  khusus sebagai
penyidik unmk melalukan penyelidikan tindak pidana di bidang
retribusi dacrah.

Wewenang penyidik sebagaimann dimaksud dalam ayat (1) adalat:

4. Menerima, mencari, mengumpulkan dan mensliti keterangan
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang
retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih
lengkap dan jelas;

b Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai
crang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan
yang dilakukan sehubungandengan tindak pidana retribusi;

¢. Meminta keterangan dan bahan buki dari orang
pribadi  atau  badan sehubungan dengan tindak pidana di
hidang retribusi;
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. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain

berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan mugas
penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;

Menyuruh  berhenti dan/atau melarang sesecrang

: mmggalhnmmpnmumpmpmamtpmmnkmu

sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau
dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e rersebut
diatas;

Memotret sesecrang yang berkaitan dengan tindak pidana
retribusi;

Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dam
diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

Menghentikan penyidikan;

Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut  hukum
yang dapat dipertanggungjawablan.

Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik wajib
memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan
hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan
Peraturan Perundang Undang-undangan yang berlaku

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut olch Bupati
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Pasal 26
Peraruran Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengudangan
Peraturan Dacrah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 19 Desember 2005

BUPATI BANYUMAS,
tid

ARISSETIONO
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